BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang

merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

atas yang ditemukan oleh penulis selama menulis skirpsi sebagai
berikut :

1. Ketentuan dari hak-hak tenaga kerja walaupun sudah tertera
dan diamanatkan oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan. Pada praktiknya masih banyak
perusahaan yang mengabaikan perlindungan hukum dan hak-
hak dari tenaga kerja yang seharusnya dipenuhi oleh pihak
perusahaan dalam hal ini pengusaha.

Sikap yang diambil oleh perusahaan dengan mengabaikan
perlindungan hukum dan hak-hak dari tenaga kerja ini akan
berakibat pada kerugian bagi perusahaan itu sendiri atau
perusahaan akan mengalami kerugian tinggi. Sehingga akan
menghambat alur kerja perusahaan. Artinya terdapat dampak
yang tidak baik bagi perusahaan jika tidak dapat menjamin
perlindungan hukum dan hak-hak terhadap tenaga kerja atau
buruhnya.

Perusahaan dengan tenaga kerja atau buruh memiliki

tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan
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kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum
yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu
menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam
perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak
lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil
wanprestasi.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja apabila hak-hak
nya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dapat melalui
beberapa cara yaitu dengan cara jalur bipartit, tripartit, upaya
penyelesaian diluar pengadilan ( arbitrase, konsiliasi, dan
mediasi) dan upaya penyelesaian mealalui pengadilan yaitu
tingkat pertama melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan
upaya hukum melalui Mahkamah Agung.

B. Saran
Berdasarkan permasalah tersebut dan hasil penelitian yang
diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi calon tenaga kerja atau buruh agar lebih dapat teliti lagi
dalam memilih perusahaan untuk bekerja, mengingat walaupun
syarat sah perjanjian kerja harus ada kesepakatan kedua belah
pihak tetapi pada realitanya bahwa perjanjian kerja dalam
berbentuk kontrak baku yang dimana sistemnya take it or leave

it . selain itu jika calon tenaga kerja atau buruh telah setuju
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untuk bekerjadalam satu perusahaan dan akan
menandatangani perjanjian, tenaga kerja atau buruh harus
membaca dengan teliti point-point yang tercantum dalam
perjanjian kerja agar dapat menjamin apa hak-hak diri sebagai
tenaga kerja sudah dijamin oleh perusahaan atau belum
dipenuhi.

. Bagi pemberi kerja atau pengusaha untuk lebih memperhatikan
hak-hak dasar bagi tenaga kerja atau buruhnya untuk
menghindari turn over tinggi bahkan kerugian karena terjadinya
perselisihan antara pengusaha dengan tenaga Kkerja atau
buruhnya. Karena , dengan pengusaha meperhatikan hak-hak
dasar dari tenaga kerja akan membuahkan efesiensi, stabilitas,
dan akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan
berimbang. Peningkatan hak-hak buruh menjamin distribusi
pendapatan yang lebih baik barsamaan dengan peningkatan
efesiensi dan produktifitas. Bagi pemerintahan untuk lebih
diperketat lagi dalam pengawasan terhadap perusahaan serta
tenaga kerja atau buruh untuk meminimalisir terjadinya
perselisihan hubungan industrial sehingga pembangunan
nasional dapat berjalan dengan lancer serta terjaminnya
kesejahteraan masyarakat dari segi hukum, social, maupun

ekonomi.
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